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Abstrak
 

Dalam pemberian suatu kredit, apabila debitur cidera janji, maka pihak kreditur memiliki kewenangan untuk

melakukan eksekusi. Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, eksekusi jaminan kredit mayoritas

telah mempergunakan 2 (dua) cara yaitu Lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 20 la UUHT

atau parate eksekusi dan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 14 Jo Pasal 20 lb atau Lelang Hak

Tanggungan melalui Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri. Tesis ini membahas permasalahan mengenai

bagaimanakah bentuk-bentuk upaya penyelesaian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

serta bagaimanakah upaya penyelesaian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk apabila

ditinjau berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 20 ayat 1 huruf a Undang-Undang Hak Tanggungan dan apakah sudah

efektif dengan upaya penyelesaian kredit di lapangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian

kualitatif. Penelitian ini teijadi secara alamiah (inatural), oleh sebab itu penelitian ini menuntut keterlibatan

secara langsung di lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis

(socio legal), yaitu perpaduan antara legal research dan sosial research. Dalam konteks ini hukum tidak

hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistim sosial yang

berkaitan dengan variabel sosial lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang telah memberikan

kekuasaan yang istimewa bagi pemegang haknya untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Pasal

6 UUHT). Akan tetapi dalam pelaksanaan yang teijadi di lapangan, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang) tidak berani mengambil resiko akan gugatan yang muncul dikemudian hari. Oleh

karenanya tidak hanya KPKNL yang berperan serta dalam penyelesaian kredit, peran Pengadilan Negeri pun

tidak dapat dihilangkan begitu saja.

......

In granting a loan if borrowers default, then the creditors have the authority to conduct executions. At PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, execution of loan guarantees, majority has used two methods, that is

mortgage auction by in section 6 related in section 20 la UUHT or parate execution and mortgage auction by

in section 14 related in section 20 lb UUHT or mortgage auction throught establishment/decision state court.

This thesis discuss the issues about how other forms of credit settlement efforts at PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) Tbk, and how other forms of credit settlement efforts at PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk if reviewed on a in section 6 related in section 20 la UUHT and whether it is effective with the

credit settlement efforts in the field. The method used was qualitative research methods. This study occur

naturally. Therefor, this research requires direct involvement in the field (field research). This research uses

a sosiological approach to judicial (socio legal), namely a combination of legal research and social research.

In this context, law is not only seen as a normative entity, but also seen as the real part system associated

with other social variables. The authors conclude that the statute it has been provides a special power for the

right holder to sell the object mortgage on its own power through a public tender and take payment from the
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proceeds of such claims (in section 6 UUHT). However, the implementation is happening in the field,

KPKNL (Office of the State Property and Auction Service) did not dare take the risk of a lawsuit that will

appear later in life. Therefore, not only participating KPKNL in credit settlement, court?s role can not be

eliminated so simply.


